
 

 

 

DATA PUTUSAN TAHUN 2023 

 

1.  Data Putusan Menyeluruh 

Sejak berdiri pada Tahun 2012 hingga Tahun 2023, DKPP telah memutus 

2.100 perkara dengan jumlah 8.402 Teradu. Dari jumlah total Teradu yang telah 

diputus DKPP, sebanyak 4.457 Teradu  diputus rehabilitasi, 2.785 Teradu  dijatuhi 

sanksi teguran tertulis (peringatan), 81 Teradu pemberhentian sementara, 705 

pemberhentian tetap, 82 Teradu diberhentikan dari jabatan dan 292 Teradu 

diberikan ketetapan. 

Putusan DKPP Tahun 2012 - 2023 

No 
Tahun 

Perkara 
Perkara 

Teregistrasi 
Perkara 
Diputus 

Amar Putusan   

Jumlah 
Teradu Rehabi

litasi 
Teguran 
Tertulis 

Pember 
hentian 

Sementara 

Pember 
hentian 
Tetap 

Pemberhen 
tian Jabatan 

Ketua 

Ketetap 
an 

1 2012 30 30 20 18 0 31 0 3 72 

2 2013 141 141 399 133 14 91 0 28 665 

3 2014 333 333 627 336 5 188 3 122 1281 

4 2015 115 115 282 122 4 42 2 13 465 

5 2016 163 163 376 173 3 46 2 10 610 

6 2017 140 140 276 135 19 50 8 5 493 

7 2018 319 319 522 632 16 101 21 40 1332 

8 2019 331 331 808 552 4 77 17 46 1504 

9 2020 196 196 452 286 3 41 16 0 798 

10 2021 172 172 399 210 3 14 5 11 642 

11 2022 49 49 77 40 6 18 2 8 151 

12 2023 111 92 211 145 4 6 6 6 378 

Jumlah 2100 2081 4457 2785 81 705 82 292 8402 

Keterangan Perkara Perkara Teradu Teradu Teradu Teradu Teradu Teradu Teradu 

 

Keterangan 

R : Rehabilitasi 

TT : Teguran Tertulis (Peringatan) 

PS : Pemberhentian Sementara 

PT : Pemberhentian Tetap 

PDJ : Pemberhentian dari Jabatan  

Tap : Ketetapan 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Data Putusan Tahun 2023 berdasarkan Jenis Pemilu 

Sepanjang tahun 2023 DKPP telah memutus 92 Perkara dari 111 Perkara 

yang teregister. Sebanyak 92 Perkara yang diputus berupa Putusan dan 2 Perkara 

yang diputus berupa Ketetapan. Dalam ketetapan terdapat 6 Teradu. Kemudian, 

dari 92 Putusan DKPP, sejumlah 361 Teradu diputus terkait penyelenggaraan 

Pemilu dan 17 Teradu terkait perkara di luar tahapan (non-tahapan) Pemilu dan 

Pilkada. 

Data Teradu Berdasarkan Jenis Pemilu  

No. Jenis Pemilu 
Jumlah 

Teradu 

Persentase 

Teradu 

1 Pemilu 361 97% 

2 Non-Tahapan 17 3% 

Total 378 100% 

 

3. Data Teradu berdasarkan wilayah 

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

NO 
 

Provinsi Jumlah (Orang) 

1 Aceh 65 

2 Sumatera Utara 75 

3 Jawa Barat 34 

4 Bengkulu 25 

5 Pusat 23 

6 Jawa Timur 19 

7 Maluku 14 

8 Sumatera Selatan 17 

9 Sulawesi Tengah 11 

10 Banten 10 

11 Sulawesi Tenggara 10 

12 Maluku Utara 10 

13 Papua Barat 9 

14 Sulawesi Selatan 9 

15 Sulawesi Utara 9 

16 Sumatera Barat 6 

17 DKI Jakarta 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Data Putusan DKPP per bulan   

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Bulan 
Jumlah  
(Sidang 

Putusan) 

Januari 0 

Februari 0 

Maret 15 

April 10 

Mei 28 

Juni 6 

Juli 13 

Agustus 11 

September 9 

Total (Sidang Putusan) 92 

 

 

 

5. Data Kategori Pelanggaran 

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Kategori Pelanggaran Tahun 2023 

No Kategori Pelanggaran 
Jumlah 
Teradu 

Persentase 
Teradu 

1 
Kelalaian Pada Proses 
Pemilu 

36 21% 

2 
Tidak melaksanakan 
tugas/wewenang 

30 20% 

3 Perlakuan Tidak Adil 23 15% 

4 Pelanggaran Hukum 24 16% 

18 Gorontalo 5 

19 Kalimantan Timur 5 

20 Nusa Tenggara Barat 5 

21 Nusa Tenggara Timur 5 

22 Kepulauan Bangka Belitung 3 

23 Papua 3 

24 Jambi 1 

  Total  378 



 

5 
Penyalahgunaan 
Kekuasaan/ Konflik 
Kepentingan  

16 9% 

6 Penyuapan  18 10% 

7 
Pelanggaran Netralitas & 
Keberpihakan 

2 1% 

8 Melanggar Tertib Sosial 2 1% 

9 Konflik Internal Institusi 1 1% 

10 Intimidasi dan Kekerasan 1 1% 

12 
Tidak adanya Upaya Hukum 
yang Efektif 

1 1% 

13 Lain-lain 7 4% 

  Total 161 100% 

 

Keterangan 

Teradu yang telah diputus dengan putusan Rehabilitasi tidak dikategorikan sebagai pelanggaran 

 

6.  Data Kategori Prinsip yang Dilanggar 

 Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Kategori Prinsip yang Dilanggar 

No 
Kategori Prinsip yang 

dilanggar 
Jumlah 
Teradu 

Persentase 
Teradu 

1 Profesional 122 77% 

2 Berkepastian Hukum 12 6% 

3 Adil 7 5% 

4 Mandiri 2 1% 

5 Tertib 1 1% 

6 Akuntabel 12 7% 

7 Proporsional 5 3% 

  Total 161 100% 

 

Keterangan 

Teradu yang telah diputus dengan putusan Rehabilitasi tidak dimasukan dalam kategori prinsip 

yang dilanggar.  

 



 

 

 

 

7.  Data Teradu berdasarkan tahapan Pemilu 

 Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

No Tahapan 
Jumlah 
Teradu 

Persentase 
Teradu 

1 
Pembentukan Badan 
Penyelenggara Ad-hoc 

244 65% 

2 
Pendaftaran dan Verifikasi 
Peserta Pemilu 

38 12% 

3 
Pembentukan Panwas Ad-
hoc 

36 10% 

4 

Pencalonan Anggota DPR, 
DPD, DPRD Provinsi dan 
DPRD Kabupaten / Kota 
Serta Pencalonan Presiden 
dan Wakil Presiden 

19 6% 

5 
Penyelesaian Sengketa 
Penetapan Partai Politik 
Peserta Pemilu 

5 2% 

6 Sosialisasi 2 1% 

7 Pengucapan Sumpah/Janji 3 1% 

8 
Pengawasan Tahapan 
Pemilu 

3 1% 

9 
Penangan Pelanggaran 
(Administrasi, Pidana, 
Sengketa, & Proses) 

7 2% 

10 
Penataan dan Penetapan 
Daerah Pemilihan (Dapil) 

1 0% 

11 
Peresmian Keanggotaan 
 

3 1% 

  Total 361 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

8. Data Teradu berdasarkan Non Pemilu 

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

No Non Tahapan Jumlah  
Persentase 

Teradu 

1 Berafiliasi dengan parpol 1 5% 

2 Rangkap Jabatan 3 19% 

3 Keluarga 2 10% 

4 Tidak menjalankan Tugas 1 5% 

5 Rekrutmen Jajaran KPU 5 36% 

6 Rekrutmen Jajaran Bawaslu  2 10% 

7 Penganiayaan 1 5% 

8 
Money Politic/ Korupsi/ 
Penyuapan 

1 5% 

8 Lain-lain 1 5% 

  Total 17 100% 
 

 

 

9. Data Teradu berdasarkan Jenis Kelamin 

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

No Jenis Kelamin Jumlah  
Persentase 

Teradu 

1 Laki Laki 310 82% 

2 Perempuan 68 18% 

  Total 378 100% 

 

 

 


